BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah
satu barometer keberhasilan reformasi dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia,
tentunya hal tersebut akan menjadi suatu hal yang baru bukan hanya pada tatanan
kelembagaan tetapi juga pada masyarakat Indonesia, dimana DPD RI terscbut
menjadi lembaga legislatif baru }?ang akan mendampingi dan memperkuat lembaga
legislatif yang telah lebih dulu dibentuk yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada
dasamya kedua lembaga tersebut mempunyai garis perjuangan yang sama yaitu
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam skala nasional dan daerah.
Dengan kata lain keduanya adalah lembaga perwakilan, Namun kedua lembaga
legislatif tersebut mempunyai beberapa perbedaan baik dari segi fungsinya, tugasnya
dan wewenangannya maupun dari segi proses rekrul;tmen keanggotaanya.

Jika DPR merupakan lembaga perwakilan politik yang-anggota-anggotanya
berasal dari partai politik, maka DPD | merupakan lambaga perwakilan
kewilayahan/kedaerahan yang anggoela-anggotanya adalah perseorangan. Dalam arti
bahwa DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia sedangkan DPD scbagai
pcr'waki-lan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan beragam di
Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Kelahiran DPD melalui amandemen ketiga UUD 1945, yang
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1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi dacrah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah pengclolaan sumber daya alam dan sumber daya
ckonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. .

9. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas racangan undang-undang yang
berkaitan dengan ofonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan; pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggardn
pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakildh
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. .

Dari Pasal diatds, sabgat penting untuk dikaji lagi sejauh mana ﬁliD ciap'at
mewikili daerah di pusat, oleh karena itu ada beberapa unsur penting yang diatur
Pasal tersebut. Pasal 22 D ayat (1). Pada dasarnya DPD tidak memegang kekudsaan
membentuk undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-
undang kepada DPR. Dengan demikian, DPD tidak mempunyai hak inisiatif ma'tlai}i
dalam pembuatan undang-undang, karena di dalam Pasal 20 ayat (1): DPR
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, sangat

logis kalau DPD bukan pembentuk undang-undang. Karena kata dapat tidak

mempunyai suatu unsur keharusan (boleh fya boleh tidak). Dan di dalam Pasal 22 D
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Sepintas jalu frase tersebut seperti meﬁbeﬁ peran kepada DPD: padabal tidak
demikian. Ketentuan ini menguatkan pendirian bahwa DPD tidak mempunyai hak
imisiatif dap mandiri dalam membentuk undang-undang (sekalipun dalam bidang
yang berkaitan dengan daerah).

Dalam babasa hukum, frase DPD ikut membahas berarti, hanya DPR lah yang
memiliki.kekuasaan membeniuk u’m:lang,-mdang1 bcgitupulah Jalam Pasal 22 D ayat
(3)nya. Ttu menggambarkan betapa terbatasnya kewenangan DPD dalam proses
keterwakilanoya di pusat. Tentunya akath berimplikasi pada Kketidakmaksim alan DPD
dalam menjalankan kinerjanys sebagai wakil daerah.

Padghal dalam konteks Kketatanegaraan Indonesia DPD digagas guna
meningkatkan keterwakilan dneran dalam proses pengambi‘lan keputusan politik
peyelenggaraan Negara dengal harapan 3gar tercipta integritas bangsd yang kokoh
dalam bingkai NKRI. Namun tidak bisa dipungkiri hahwa kehadirad DPD sebdgal
lembaga baru pasca reformasi tidak lahic begitu sajd, tetapi tidak bisa dilepaskan dari
hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan
Indonesia hingge ceformasi 1998 tercapal” Dimand daerah kaya mepgiginkan 70%
dari pehdapatan daerah dan 30% untuk pemerintahan pusat. Sehingga dengal
terbentuknya DPD maka aSpirasi-aspirasi daerah dibarapkan dapat terakomodast,
artinya kepentingan—kepentingan daerah mendapat perhatian, tinggal scjaub mana

—’_/.’_’_—

' Bagir Manan, “DPR, DED don MPR datam UUD 1943

, “DPR Y :
2005. him- 72 Baru, Yopyakarta, F¥ UII Press, Cetakan m’.

2 Dahlan Thaib, “Peran Ideal DPD Dalam Sisters Ketatanegaraan Indonesia” disampaiken ada

Diskusi Publik j P
X i Publik kerjasama amara pSHK UIL dan DPD RI. Yogyakarta, Tanpgal 12 fobruari 2008, Him.
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DPD dapat berperan mewakili daerah dalam pengambilan keputusan di pusat,
tentunya sangat tergantung pada moralitas (komitmen) dan kualitas anggota-anggota
DPD itu sendiri untuk benar-benar mengerti masalah-masalah yang ada di daerah
disamping itu, sejauh mana sistem Kketatanegaraan atau konstitusi menggariskan
kekuasaﬁn, tugas dan wewenang DPD dalam proses pengambilan keputusan politik di
tingkat nasional khususnya keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan
dacrah, Temyata keterwakilan dacrah malalui DPD yang digariskan UUD 1945 dan
kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan DPD tidak
mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.
Oleh karena itu, tidak salah 'kemudian kalau terdapat daerah-daerah yang belum
mendapatkan, input, masukan secara signifikan dari wakil-wakil daerahnya yang
duduk di pusat.

Sebagai lembaga baru, tentunya mempunyai semangat baru pula untuk
merealisasikan apa yang menjadi fungsi, tugas dan wewenangnya, namun temyzita
UUD 1945 masih sangat membatasi wewenang DPD, peran DPD tersebut diatur.
dalam Pasal 22 D UUD 1945 yang menegaskan DPD mempunyai 3 macam fuhgsi,
yakni fungsi legisltif, fungsi perimbangan dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi
DPD tersebut sebagair_nana dikemukaklan di atas dimiliki secara terbatas fidak
sebagaimana lazimnya pada pola ketatanegaraan yang menganut sistem dua kamar
(bicameral). DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di
Amerika 'Serikat yang terdiri dari Senate sebagai perwakilan negara bagian (DPD),
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Kedua unsur tersebut dinamakan Kongres (Comgres). dan di Indonesia dikenal
dengan MPR.

Salah satu tujuan dibentuknya DPD adalah untuk memperjuangkan aspirasi
dan kepentingan daerah di pusat, karena DPD dipandang sebagai koreksi atau
penyempurnaan sis;:cm Utusan Daerah di MPR. Keikutsertaan daerah dalam Utusan
Daerah di MPR sangat terbatas yaitu pada saat sidang-sidang MPR (selama Orde
Baru, hanya dua kali dalam lima tahun). Schingga selama ini harapan pemerintah
dacrah terhadap DPD adalah memaksimalkan peran tersebut demi memajukan dan
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang diwakilinya.

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah, hubungannya dengan konétimeﬁ
dan lembaga-lembaga politik/pemerintahan di daerah tidak banyak diatur ébﬁa'ré
formal pada level strategis (UUD dan peraturan perundang-undangan}. Tetlait pokok
ini, UUD 1945 hanya inengatur ihwal pemilihan anggota DPD dar.i setiap ﬁrdvinsi
melalui pemilu dan penjabaran tata cara pemilihannya dalam UU No. lZ/ﬁO‘lOS.
sementara UU No. 22/2003 mengatur segala ihwal tugas dan wewendhg DPD tetkait
domain urusan/kepentingan daerah, namun tidak ada sifat pengaturan yah& ﬂzgas'
terkait dengan kewajiban pclakmn dan sanksi bagi kegagalannya. Ruitusan
kewajiban anggota DPD (Pasal 50) yang terkait kepentingan daerah (seperti
menyerap dan menindaklanjuti aspirasi daerah, memberikan pertanggungjawaban
secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya, dlf) terkesan

normatif, standar dan merupakan kewajiban umum yang juga terdapat pada lembaga
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pemberhentian antar waktu anggota DPD, seperti keputusan pemberhentian oleh
Badan Kehormatan DPD berdasarkan antara lain pengaduan oleh pemilih dari daerah
asal anggota DPD bersangkutan (Pasal 88 ayat (4) yang disampaikan melalui DPRD
Provinsi setempat untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan DPD (Pasal 88
ayat 5).

Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan DPD dengan daerah ini lebih
banyak terakomodasi dalam Tata Tertib DPD. Dalam pasal 39 ayat (5) huruf ¢, Pasal
64 ayat (3) dan (5), Pasal 126-127 diatur bahwa kegiatan DPD meliputi-selain sidang
di ibukota negara kegiatan di daerah-daerah guna menyerap, menghimpun,
menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah pemilih?h}}ya
masing-masing yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewering bPﬂ,
menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di daérah—dqé‘rah
pemilihannya masing-masing; melakukan pengawasan atas pelaksanaein Unda';i'g-
undang tertentu; dan tugas Pimpinan DPD menerima dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dan daerah kepada alat kelengkapan DPD sesuai dengah maﬂg lingkhp
tugas dan wewenangnya.’

Antara DPD dan masyarakat/daerah secara politik mempunyai keterkaitan
yang sangat dalam, artinya keduanya saling membutuhkan untuk difasilitasi
kepentingannya. Dimana daerah menghendaki aspirasinya diperjuangkan di pusat

melalui wakilnya yaitu anggota-anggota DPD, tetapi secara legal formal belum
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diatur mekanisme hukum yang akan ditempuh apabila anggota-anggota DPD berhasil
atau gagal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di pusat. Tentunya
hal tersebut perlu ;:lisoroti lebih jauh lagi, karena pembangunan daerah selama ini
hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Namun pasca reformasi keadaan
berubah, oleh karena itu, tanggungjawab bukan lagi hanya menjadi tugas
pemerintahan daerah tetapi DPD juga ikut bertanggungjawab. Tetapi tempat, skala
dan proses memperjuangkan dan penyelenggaraannya yang berbec{a.
Penyelenggaraan otonomi daerah bisa diwujudkan secara bersama-sama,
kalau memang ada suatu hubungan yang tercipta antara pemerintah daerah dan DPD
dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan ‘daerah yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwone yang secara
otomatis menjadi Gubernur DIY. Tentunya proses penyelenggaraan otonomi

dacrahnya sangat menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah
Berlandaskan paparan dari latar Belakang masalah di atas dapat dirumuskan

suatu masalah dalam proposal ini yaitu, bagaimana Hubungan antara Dewan

PR P T . LN S .5 A W N | Y, 2snl Tnnanl Adalaems

" nitro™"



C. Tujnan Penelitian
1. Tujuan obyektif
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan
antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Pemerintah
Daerah dalam Penyelenggaraan Otomoni Daerah di Provinsi DIY.
2. Tujuan Subyektif
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi sebagai salah satu
persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
D. Manfaat Penelitian.
1. Manfaat Subjektif
Dengan memperhatikan .permasalahan dan tujuan penelitian, dihz;fapké.n
penelitian ini memberikan manfaaat kepada peneliti demi untuk mer!am'bah diskursus
keilmuan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan i—ilibuhgan antdra
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Penictintah Daerah
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi DIY.
2. Manfaat Keilmuan
Diharapkan penelitian ini memberikan manfaaat secara akademis bagi diskursus
perkembangan disiplin ilmu Hukum Tata Negar_a khususnya yang berkaitan dengan

Hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan
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E. Tinjauan Pustaka

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah badan perwakilan tingkat pusat yang
masih tergolong baru dalam sistem kelembagaan Indonesia. Lembaga tersebut
bertujuan untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional yang berkaitan
dengan daerah, meskipun sampai saat ini keterwakilan tersebut belum didapatkan
hasilnya secara maksimal, karena dipengaruhi oleh beberapa hal.

DPD lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945, yang tentunya mempunyai
beberapa alasan ke;lahirannya di antaranya adalah;

Pertama: gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar
(bicameral). DPD dan DPR sering digambarkan serupa dengan sistem i:emakilan
dua kamar, seperti yang tetjadi di Amerika Serikat yang terdiri dari Serate sebagai
perwakilan negara bagian (DPD), dan House of Representatives sebagai perwakiian
seluruh rakyat (DPR). Di Amerika Serikat, kedua unsur perwakilan terseblrjt
dinamakan Kongres (Congress). Pasal 1 ayat (1) UUD Amerika Serikat (1787)
menyebutkan “4ll legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of
the United States, which shall consist of a senate and House of Representatives”. Di
kerajaan Belanda wadah badan perwakilan adalah Staten Generaal yang terdiri dari
de Eerste Kamer (perwakilan dari dacrah) dan de Tweede Kamer (perwakilan dari

rakyat). Di Inggris, badan perwakilan betnama Parliament yang terdiri dari House of
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Pro-kontra mengenai sistem dua kamar tersebut masih menimbulkan
perbedaan pendapat dikalangan pakar hukum tata negara di Indonesia. Sebagaimana
yang dikcm'ukakan oleh Prof Bagir Manan bahwa: Perubahan ketiga UUD 1945,
sama sekali tidak mencerminkan gagasan sistem badan perwakilan (badan legislatif)
dua kamar (bicameral), DPD hanya badan pelengkap DPR bahkan badan yang
membantu DPR dalam menjalangkan tugas dan wewenangnya. Sehingga DPD sering
juga disebut sebagai lembaga pelengkap {complement) atau penderita. Lain halnya
dengan Prof. Jimly Assiddiqie‘ yang melihat lembaga dua kamar tersebut, beliau
mengistilahkan bahwa kedua lembaga tersebut sebagai sistem dua kamar Kuat (strong
bicameral). Dan banyak lagi peristilahan yang berkembang dari kalangan pakar
mengenai lembaga legislatif tersebut, seperti sistem dua kamar lemah (weak
bicameralism), salah satu alasannya adalah tidak seimbangnya tugas, fungéi dan
wewenang antara DPD dan DPR dalam lembaga legislatif tersebut.

Sistem Tiga Kamar dan atau kamar ketiga atau Tri bicameralism jil.l.ga
merupakan salah satu perisitilahan dalam menggambarkan sistem legislaltif di
Indonesia, tentunya peristilahan ini banyak dipengaruhi oleh metode yang diterapican
oleh Amerika Serikat saat ini, Senate sebagai DPD, House of Representatives sebéig:ai
DPR dan Congress sebagai MPR. Tetapi dalam ranah tugas, fungsi dan
wewenangnnya terdapat perbedaan karena itu dipengaruhi oleh bentuk negara yang

berbeda yaitu antara Amerika Serikat berbentuk negara federal, sedangkan Indonesia
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Kedua: Gapasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalanya
poitik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta
menentukan dan mengawasi jalannhya politik dan pengelolaan negara. Dengan
demikian, DPD dapat pula disebut sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem
Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum
perubahan, Keikutsertaan daerah dalam Utusan Daerah di MRP sangat terbatas yaitu
pada sidang-sidang MPR (selama Orde Baru, hanya dua kali dalam lima tahun).
Namun pasca perubahan ketiga UUD 1945 perwakilan daerah dalam hal ini DPD
ditentukan dalam Pasal 22 C ayat (3) yaitu : “Dewan Perwakilan Dacrah bersiddng
sedikitnya sekali dalam setahun” artinya antara tahun 2004-2009, DPD harus
bersidang minimal lima kali sebagaimana yang diamanahkan UUlj 15‘45 Inii
menandakan bahwa peran perwakilan daerah di MPR saat ini lelz;ih meﬁjﬁ;ﬂlkdh
dalam proses perjuangan kepentingan daerah dari pada masa-masa sebelumnya.

Pasca perubahan ketiga UUD 1945 DPD akan memperjuarigkan kepetitingsh
daerah di pusat, sedangkan pemerintah daerah akan memperjuangkan kepenting‘ﬂn
daerahnya dalam lingkup kedaerahan, sesuai dengan Pasal 18 a;ya't (5) yt;lth:
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali ufusdn
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukm sebagai urusan pemerintah pusat.
Dan Pasal 18 ayat (6) yaitu: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
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Tidak bisa dinafikkan bahwa, meskipun kewenangan DPD masih sangat
terbatas. Tetapi keberhasilan DPD memperjuankan kepentingan daerah sudah dapat
dilihat, seperti anggota DPD Yogyakarta yang terus mengodok Rancangan Undang-
Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta, dan juéa dapat dilihat dalam hal
pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah sudah ada. Meskipun peran DPD
masih sangat terkesan bersifat mandat blangko/mandat kosong, yang isinya
sepenuhnya dilserahkan kepada penerima mandat yaitu DPR dan pemerintah.
Semestinya UUD 1945 memberikan arahan-arahan dasar agar ada kepastian dan tidak
disimpangi.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk pemerintahan yartg dicita-
citakan oleh pengagas bangsa, founding fathers, sebelum kemerd_ekaan repil‘itilik ini.
Hal tersebut dapat dilihat dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, ora;ng ydng
pertama kali membahas mengenai pemerintahan daerah adalali Moh. Yamin“‘,
kemudian diikuti oleh beberapa pendiri bangsa yang lain, seperti Soepomo. Dalam
sidang tersebut Moh. Yamin mengatakan:

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan
jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagain
bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai

Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.
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Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang
Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, juga
menyampaikan suatu keterangan yang antara lain mengatakan:

“Tentang Daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu di
bawah Pemerintzhan Pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada
ondersiaat, akan tetapi hanya Daerah. Bentuknya Daerah itu dan bagaimana bentuk
Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan dari pendapat dua tokoh perancang UUD 1945 mengenai
Pemerintahan Daerah, maka untuk pertama kalinya pasal pemerintahan daerah diatur
dalam Pasal 18 £HJD 1945 yang di dalamnya terkandung beberapa ketentuan yditu:
pertama , keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahém Ddétah
yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan Pemerintahah tingi(at daerah
menurut UUD 1945 dalam penyclenggaraannya dilakukan dengan “memm@;dang dan
mengigati dasar permusyawaratan dalam sistem pemeriniahan negar&”. Ketiéia,
pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengdn “memandd:ng
dan mengigati hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Perjelanan pemerintahan daerah pasca kemerdekaan sampai saat ini dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori, pertama, masa pemerintahan Orde Lama dengan
demokrasi terpimpinya yang berhasil .memproduk beberapa undang-undang di
antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pemerintahan

Daerah , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah yang
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Republik Indonesia belum sempat menjatankan undang-undang térsebut, karena ada
hambatan-hambatan yang sangat sulit dihindari, seperti, meletusnya pemberontakan
Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dan menghadapi agresi militer Belanda I
dan II, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang P"emerintahan Daerah-daerah
Indonesia Tixﬁur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian disusul oleh Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto dengan sistem domokrasi pancasilanya yang juga
melahirkan produk undang-undang mengenai pemerintahan daerah yaitu Undaﬁg-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok Pemerintahan Daerah, kemudian
masuk jaman reformasi dengan demokrasi transisinya yang juga melahitkan produk
perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenﬁihg
Pemerintahan Daerah kemudian produk terakhir yang sampai hari ini berlaku yaitu
Undang-ﬁndmg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah’. | |
Paradigma pemerintahan daerah dari ketiga zaman di atas tentunﬁi dipahaini
secara berbeda dari aparat pemerintsh pada waktu itu, sehingga implementasi
kebijakan mengenai pemerintahqn daerah juga berbeda. Salah satu contoh ﬁérgolakan
daerah yang paling memuncak adalah pada tahun 1957-1958 dengan puncaknya
adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh

dominasi Jakarta yang sangat menonjol terhadap daerah-daerah. Bisa dikatakan

5 Tladnmea Tlnd ~ M T b Tarshams Thirtnlra Dalalase Vanirnlraess A0AL 1
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bahwa dominasi nasional atau pusat lah yang menjadikan indikasi utama lahirnya
otonomi daerah dari dulu hingga sekarang.

3. Otonomi Daerah

Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan pemerintah pusat dan
pemerintah daecrah, dalam hal ini penguatan kewenangan daerah seringkali
terbelenggu oleh kekhawatiran .munculnya kecendrungan terbentuknya negara
federal. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik kolonial Belanda untuk
memecah belah kekuatan wilayah Indonesia seperti telah menjadi trauma sejarah bagi
generasi sekarang, Oleh karena itu, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia
tetap menjadi pilihan yang tepat sempai sekarang,. Sementdra itu, akibat domi;iasi
pusat terhadap daerah sangat berlebihan selama rezim Orde Lama dan Orde Baru
telah memunculkan perlawanan di berbagai daerah. Madka reaksi dari praktek
pemerintah yang otoriter dan birokratik tersebqt adalah n‘;enghilangkan hegemoni
kekuasaan pusat terhadap daerah®.

Kelahiran otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
semulus apa yang dicita-citakan oleh para penggagas otohoriti daerah, meskipun
tujuan dari otonomi daerah sangat muliah yaitu periguatan masyarakat lokal dalam
rangka peningkatan martabat, dan harga diri masyarakat daerah .yang sudah sekian

lama dimarjinalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah di Jakarta. Maka pendukung

® Iwan Satriawan,S.H. MCL. Penguatan DPD: Proporsionalitas Perwakilan Politik dan Perwakilan
Daerah, disampaikan dalam Pertemuan Pakar Tata Negara dengan Tema: “Memg * ™
DPD Melalui Perubahan Kelima UUD 1945”, Diselenggarakan oleh PuSKom Un

bhalnenracen drmane TATITY T Afalracmae N R W7 L A
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pro otonomi daerah berkeyakinan bahwa untuk menghilangkan kesenjangan dan
ciiskriminasi antara daerah maka satu-satunya jalan adalah memberikan hak otonom
kepada daerah’. Tetapi dari pihak yang pro kesatuan menganggap bahwa dengan
diberlakukannya otonomi daerah maka itu dapat mengancam keutuhan Kesatvan
Republik Indonesia, disinfegaras, NKRI. Ungkapan yang sering dilontarkan oleh
kontra otonomi daerah adalah “Daerah belum siap untuk berotonomi, karena sumber
daya manugia dan lebih-lebih lagi sumber daya keuangan sama sekali tidak
mendukung”. ®

Pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru gejolak untuk memperkuat dan
mengangkat bergaining positic;n daerah-daerah di nasional semakin mendapat ruahg
dan kesatuan RI semakin tergoncang karena ada indikasi bahwa daerah-dderah yang
merasa mampu dan memiliki sumber daya alam dan sumber daya rri;iﬂtnsia yatig
cukup akan menigikuti sikap pemerintah Timor-Timur sekarang Titur Lste. Maka
daerab-daerah vang selama pemerintahan Orde Baru mengalamai diskrithihasi dalam
aspek pembangunan dan ekonomi terus menuntut agar dlberikéﬂ Hik otodom Yditu
membangun daerah dan rumah tangganya sendiri dan penggunaan dan alokasi
pendanaan tidak lagi berpusat di Jawa. Disadari dtau tiddk, ddd diakui atau tidak,
pada masa Orde Baru terjadi proses “Ja;wanisasi” yang dilakukan Jakarta ataupun
orang-orang di Dacrah. Segala bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah harus

mendapat pengesahan dan pengakuan dari Jakarta, kalau tidak, kebijakan itu tidak ada
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artinya. Menurut Daniel Dhakidae, negara kesatuan mulai dipersoalkan dari banyak
segi: efisiensi, keadilan, econ;mz'c inequality. Selama pemerintahan Orde Baru
berlansung tidak ada yang namanya perimbagan keuangan antara pusat dan daerah.
Daerah penghasil, seperti Irian Jaya (sekarang Papua) hanya mendapatkan epam
persen, Kalimantan Timur hanya mendapat satu persen, dan Aceh (sekarang NAD)
haniya rhengonsumsi setengah persen dadi yang diterima dari pengelolaan sumber
daya lokal masing-masing. Selebihnya disedot ke pusat. ’

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-
undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi bukti yang sangat jelas
bahwa keiginan pemerintah daerah untuk menciptakan demokratisasi dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Namun hambatan-
hambatan masih saja muncul apakah itu datang dari internal maupun eksternal
daerah. Sehingga penyelenggaraan otonomi daerah masih terasa kurang dirasakan
manfaatnya. Padahal kalau dilihat dari perangkat kelembagaan pemerintahan daerah
saat ini, sudah sepantasnya proses penyelenggaraan pemerintaban daerah mengalami
kemajuan yang drastis. Dan masy;arakat daerah bisa makmur.

F. Metode Penclitian
1. Jenis Penelitian
a. Penelitian Hukum Normatif
Penelitian l;ukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas

hukum, sisternatika hukum, taraf singkronisasi, sejarah hukum dan juga perbandingan

9 Rasyid, Ryaas, dkk , op cit him. 45
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hukum dan penelitian hukum normatif ini juga merupakan suatu bentuk penelitian
dengan cara mencari informasi-informasi, melalui buku-buku, ataupun tulisan-tulisan
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proposal skripsi ini.
b. Penelitian Hukum Empiris
Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara
langsung di lapangan dengan cara mencari informasi-informasi, data-data, dan
melakukan wawancara kepada beberapa responden dan narasumber yang telah
ditentukan oleh peneliti. Kemudian menghimpun data-data serta mengkaji berbagai
sumber data yang terdiri dari data dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian defﬁgdﬁ catd
wawancara kepada anggota DPD-RI perwakilan- Yogyakarta dan Pétnerintah Daerdh
Istimewa Yogyakata.
2. Data Sekunder
i)ata Sekunder merupakan data penunjang data primer. Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku
literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli yang berkaitan dengan
obyek penelitian serta dokumen-dokumen.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui

| kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan obyek penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provins%i Daerah Istimewa
Yogyakarta, DPD Yogyakarta. dan atau di Sekretaraiat DPD (Rumah Aspirasi) yang
berada di DIY. Penelitian ini dimulai bulan Juli-Agustus tahun 2008, khusus urituk
data dari narasumber DPD bersifat fleksibel.
3. Tekhnis Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka, yaitu mempelajari buku dan literatur-literatur setta karangan
ilmiah yang berhubungan dengan subyek penelitian.

b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langéung kepada
responden dan narasumber. Namun perlu diketahui sebelumnya‘bahwa padé
pengumpulan data ini peneliti ak-an mencari data-data yang terkait. Kepa’cla
narasumber dalam hal ini dilakukan kepada anggota DPD perwakilan Daerah
Istimewa Yogyakafta di Jakarta dan Pemerintah Daerah yang berada di
Yogyakarta, dengan cara mengajukan daftar pertanyaan ataupun wawancara
lansung, lewat via telpon atau Email kepada narasumber. Dengan cara

membuat dafiar pertanyaan (kuesioner} yang berisikan pertanvaan-pertanyaan
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di atas maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang
memiliki otoritas dalam bidang hukum ketatanegaraan, anggota DPD RI dan
Pemerintah Daerah Yogyakarta, seperti:
1. Responden dari Anggota DPD RI perwakilan Yogyakarta:
(1). Drs. H. Ali Warsito
(2). Drs. H. Abdul Hafidh Asrom, MM
(3) Responden dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini
diwakili oleh Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H (Bagian Pemerintahan
Pemerintah Provinsi DIY)
2. Untuk akurasi data dalam penulisan skripsi ini, maka saya mewawancarai
pakar hukum tata negara yaitu Ibu Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.
4. Teknik Pengolahan Data
Data hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan logis. Kegiatan
pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-
bahan hukum tertulis. Tujuan klasifikasi untuk membuat klasifikasi bahan-bahan
hukum tertulis. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan
analisis terhadap permasalahan.
5. Analisis Data
Analisis data yang dipunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis

terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, agar dapat
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